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BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR  49  TAHUN  2015 

 

TENTANG 

 

JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan 

kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa perlu 

diatur penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c dan 

Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang tentang Desa, dalam melaksanakan tugasnya 

kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan 

kesehatan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4682); 

 

SALINAN 
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3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014  tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  

Republik  Indonesia  Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan 

dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor , Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 116); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 121); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN 

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara. 

2. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara. 

3. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintah Desa di Desa  dalam 

wilayah Kabupaten Kayong Utara. 

4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap 

orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat 

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat        

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
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BAB II 

JAMINAN KESEHATAN 

 

Bagian Kesatu 

Persayaratan Jaminan Kesehatan 

 

Pasal 2 

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan jaminan kesehatan. 

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dapat diberikan jaminan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: 

a. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil; 

b. bukan pemegang kartu Asuransi Kesehatan (ASKES); dan/atau 

c. bukan pemegang kartu identitas jaminan kesehatan yang telah 

ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Besaran Biaya Jaminan Kesehatan 

 

Pasal 3 

(1) Biaya jaminan kesehatan Kepala Desa setara dengan iuran program jaminan 

kesehatan BPJS kelas II. 

(2) Biaya jaminan kesehatan Perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) setara dengan iuran program jaminan kesehatan BPJS Kelas III. 

(3) Biaya jaminan kesehatan kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran 

 

Pasal 4 

(1) Pembayaran biaya jaminan kesehatan kepala Desa dan Perangkat Desa dapat 

bersamaan dengan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala 

Desa dan Perangkat Desa. 

(2) Bendahara Desa wajib memotong dan menyetorkan iuran jaminan kesehatan 

kepala Desa dan perangkat Desa sebesar yang dialokasikan dalam APBDesa. 

(3) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Keempat 

Pembiayaan 

 

Pasal 5 

Jaminan kesehatan kepala Desa dan Perangkat Desa dibiayai dari APBDesa dan 

dianggarkan dalam kelompok belanja pegawai pada pos belanja bidang 

penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

 

Pasal 6 

Biaya jaminan kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa dapat dibayarkan 

mulai bulan Januari 2016.  

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong 

Utara. 

 

Ditetapkan di Sukadana 

pada tanggal  7  Desember 2015 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

                Ttd 

 

         HILDI HAMID 

Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal  7  Desember 2015 

 

      SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KAYONG UTARA, 

 

                           Ttd 

 

         HILARIA YUSNANI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 51  
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 

MOLYADI, S.H. 

Penata Tingkat I/(III/d) 

NIP. 197507092007011019 


